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Menimbang

Mengingat:

BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR il TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun

Anggaran 20 14 perlu ditetapkan Standar Biaya Umum

untuk Pedoman Penyusunan Program/Kegiatan pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah;

bahwa penyusunan Standar Biaya Umum berpedoman

pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72lPMK.O2l2Ol3

tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 dan hasil

survey/ analisis dengan mempertimbangkan kondisi di

Daerah;

a.

b.

C

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun

Anggaran 20 14.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 7974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, "fambaLran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

48a4);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di propinsi Sulawesi



Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4874);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

52341;

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O05 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72lPMK.O2l2Ol3
tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun

20 10 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara

(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja

Utara Nomor 2);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun

2Ol2 tenlang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggarat 2Ol3 (Lembaran

Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O12 Nomor 6);

18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013

(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor

63).

MEMUTUSKAN:

MenetAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM

TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Toraja Utara yang selanjutnya disingkat Setdakab.



7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurLls sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah

yang berwenang mengatur dan mengurus urllsan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah Kabupaten Toraja Utara.

10. Standar biaya umum adalah satuan biaya setinggi-tingginya

dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun
gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran

tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis

kinerj a.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

Standar Biaya dapat bersifat umum atau berbasis khusus.

Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan hasil survey dan analisis tim Anggaran

Pemerintah Daerah.

Standar biaya bersifat umum yang selanjutnya disebut

Standar Biaya Umum (SBU) merupakan biaya yang

dipergunakan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah

(sKPD).

SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Standar Biaya bersifat Khusus yang selanjutnya disebut

Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang

digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.

(1)

(2t

(3)

(4)

(s)



(6) Standar Biaya Khusus (SBK) sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai pedoman dalam

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaraa 2012.

(2) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (5) digunakan sebagai Pedoman dalam Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) tertentu.

Pasal 4

Dalam hal belum ditetapkan besaran standar biaya dan atau

terdapat perbedaan besaran standar biaya yang ditetapkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan usulan biaya atau

Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), usulan biaya atau Rencana

Anggaran Belanja (RAB) dapat digunakan sepanjang perhitungan

usulan biayanya dilakukan secara professional dan dapat

dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip ehsien,

transparan, akuntabel, dan wajar.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan atau peninjauan kembali standar

biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka

perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati'



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 2 Desenber 2OlJ

BUPATI RAJA UTARA,

FREDE K SORRING

S DAERAH

KABUPA RAJA UTARA,

LEWARAN NTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 18

,vSEKDA

ASTSTEN

I8AG. HUKUfu':

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 3 Deseuber 2c13


